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Pihak yang Hadir: 
 

A. Pemohon: 
 

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 
 
 

 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 



1 
 

 
 

 
1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]  

 
Ya. Sebelum kita buka sidang, Zico kan sudah lawyer, ya?  

 
2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:36]  

 
Ya, Yang Mulia.  

 
3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]  

 
Kenapa enggak pakai toga?  

 
4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:38]  

 
Karena Prinsipal, biasanya saya Prinsipal tidak pakai toga.  

 
5. KETUA: SUHARTOYO [00:42]  

 
Enggak, pasal kita sepanjang pihak prinsipal maupun advokat 

ketika sidang di persidangan di MK menggunakan toga.  
 

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:51]  
 

Baik. Berikutnya saya akan menggunakan toga, Yang Mulia.  
 

7. KETUA: SUHARTOYO [01:00]  
 

Kita tidak perlu buka sidang … kecuali Anda bawa, saya beri 
kesempatan untuk pakai dulu.  
 

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:03]  
 

Saya enggak bawa, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: SUHARTOYO [01:05]  
 

Jadi kita tertibkan nanti, kita atur ke kembali kalau pada 
persidangan yang akan datang, ada pemberitahuan untuk penjadwalan 
ulang atas perkara ini, dimohon nanti, Zico, pakai toga, ya.  
 

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:21]  
 

Soalnya terakhir kali saya sih tidak menggunakan toga, Yang 
Mulia.  
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11. KETUA: SUHARTOYO [01:24]  

 
Ya, itu yang … kalau Anda yang datang adalah kuasa hukum 

Saudara, silakan. Tapi kan Anda selama ini kalau hadir selalu lewat 
zoom, kemudian yang hadir secara fisik adalah kuasa hukum, Saudara. 
Jadi kami sudah sepakat tadi, Para Yang Mulia, untuk tidak melanjutkan 
atau membuka sidang ini, kecuali Anda ada mempersiapkan toga, kita 
beri kesempatan untuk dikenakan dulu, baru sidang kita buka.  
 

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:57]  
 

Baik, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: SUHARTOYO [01:57]  
 

Baik. Jadi, sidang tidak perlu kita buka dan nanti agar dijadwalkan 
ulang untuk Perkara, Ziko ini. Mungkin dengan pertimbangan peradilan 
cepat sederhana tidak perlu terlalu lama, bisa dijadwalkan kembali. 

Gitu ya, Zico, ya?  
 

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:20]  
 

Baik, Yang Mulia. 
 
 

Jakarta, 1 November 2023 
  Panitera 

Muhidin 
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